
NlKAH MUT'AH DALAM FIQH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Abstract

is sakinah,

There are differences of opinion among Muslims
about the validity of mut'ah marriage (temporary
marriage). Some permit it and others do not. The
Syi'ah Imamiyyah allows it, whereas the majority
of Muslims (Sunni, Syi'ah Zaidiyyah and Syi'ah
Isma'iliyyah) do not. This paper studies the views
of these two groups, as well as the argumentation
they use, and also looks at which view is closer in

to law

mut
goals and .. ,1So-"·'A.1I ......~

bond to create a household
mawaddah and rahmah.
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A. Pendahuluan
Perbedaan yang paling menonjol antara

Syi'ah Imamiyyah dan Jumhur atau Mayoritas
Ulama dalam ·sistem hukumnya adalah terletak
pada doktrin nikah mut'ahnya. Kalau di kalangan
Jumhur Ulama (termasuk Syi'ah Zaidiyyah dan
Isma'iliyyah) hubungam seksual hanya dan
diperbolehkan melalui nikah permanen

sebaliknya, Syi'ah Imamiyyah

memperbol~hkan hubungan seksual dengan jalan
nikah temporer (mut 'ah). 1

INoel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektlf Sejarah, terj. Hamid
Ahmad, Cel. 1 (Jakarta: P3M, 1987), 126-7.
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Doktrin Imamiyah tersebut, dalam pandangan Jumhur Ulama
hingga sekarang ini masih kontroversial baik dari segi landasan hukumnya
maupun dan segi idealisme sebuah keluarga. Tetapi kalangan Imamiyah
sendiri melnandang bahwa nikah mul'ah merupakan hukum yang sudah
ditentukan oleh al-Qur'an, dan dan segi idealisme keluarga, dalam nikah
temporer kebebasan memilih bagi seorang wanita justru lebih terjarnin
aH:)analrl~l<:andengan nikah permanen.

ini bermaksud mendeskripsikan eksistensi nikah mul'ah
dalam perspektif aliran tersebut, dan pandangan mana yang lebih
sesuai dengan perkawinan di Indonesia.

Khas Nikah Mut'ah

b.

yang rnenyamakan nikah mut'ah dengan
yang ditentukan dan ,-&AVUII.U·lJA

membedakan antara

alpier~~un,akalndalarn nikah mu'aqqal adalah lafaz zawij atau
sarna artinya, sedangkan nikah mut'ah lafaz

sarna maknanya dengan mul'ah.
rnensyaratkan adanya saksi, sedangkan nikah mul'ah

me~ns'varat~~an Or1#l1 ..... 'i,ro saksi.

A Dictionary ofModem Written Arabic, Arabic-English, J.
(Beirut: Lebraerie Du Liban, 1990), 890.

diterjemahkan dengan "kawin kontrak", yang
dilakukan oleh beberapa orang tenaga asing di

A'!!I..U.1A.l.A'&.II.UA',II.UA, yang mengundang pro kontra dari U'"",,A IV ..... ,.., ........

Hal yang sama,belakangan ini semakjn marak di
para aktivis perempuan dan

JL ...JL ..... JiJ. _JL......... (t<.eoubllKa.. 17 September
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c. Nikah tidak nlensyaratkan adanya waktu,
C'a.nln~,rrV£"l~ nikah mut'ah mensyaratkan adanya pembatasan waktu.5

2. Hukum Nikah Mut'ah
Pengaruh nikah mut'ahmenurut Syi'ah Imamiyyah adalah:

a. Nikah 'ah menetapkan adanya hubungan iJurmah al-Mu$iharah.
b. memberi nafkah kepada perempuan yang di-

mut
c. Dalam mut'ah antara suami-isteri tidak saling mewarisi,

meskipun seorang dari mereka meninggal dalam masa mut'ah,
.L........, ..,.,~u..L.&. kalau mereka mensyaratkan untuk itu.

'iddah setelah berpisah. Iddah-nya sarna dengan iddah-
satu setengan menggunakan ukuran bulan,

"-J_".... 'l.4AA,F"I ... l&.'i,.<~A ... 'iddah

dan Jumhur

Syi'ah
mut'ah abadi. Sementara

Jumhur mengatakan sebaliknya, bahwa nikah mu/'ah hanya berlaku
waktu tertentu pada masa Nahi karena sudah di-nasakh-kan oleh
Nabi yang lain.?

5Muhammad Husain al-Dhahabi, al-SharJ'ah al-Is1imiyyah Dirisah
Muqaranah Baina Mazihib Ahl al-Sunnah. wa al-Shi'ah (Kairo: Maktabah Wahbah,
1968), 72.

6Ibid , 74-5
7Ibid, hIm. 73, lihat juga Muhammad Jawwad Magniyyah, al-Tafsir al­

Kisylf(Bairut: Dar al-'Ilm Ii al-Maliiyin, 1967), II: 256.
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U.lIC:luu:\..au daHl adalph sur"t an-Nisa' ayat 24: ~~ ~IJ\ W ...
0--A..J~\ ~ jjL.......! Ayat ini menurut mereka menunjukkan

kebolehan nikah mut 'all dengan alasan: Pertama, teks ayat menyebut
istimta' bukan kata niki1}, padahal istimta'dan tamalta' berasal

akar kata yang sarna yang berarti menikmati atau bemikmat-nikmat
sesuatu. Kedua, perintah untuk memberikan upah/imbalan

istimta', secara substansial yang melnang
Dan yang demikian itu berlaku dalam akad

mut'ah akad
\. n......... J...LJ.u,J..u.'-lu.. J. wanita).

me:nglng}Can dan menolak voi-.on,t:lrt:l'nn1:'r:A Nikah
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atas dijadikan daHl oleh syi'ah nikah
selamanya. Sedangkan hadis-hadis yang meriwayatkan

muf'ah telah dinasakhkan oleh Hadis Nabi, mereka
ant"Tn<:lln sebagai hadis yang i4.tirab karena antara satu dengan lainnya

berbeda mengenai penyebutan tempat dan waktu penghapusan nikah
mut'ah. 10

yang
orang-orang yang melampaui

yang diajukan Syi'ah Imamiyah adalah fatwa Ibn
mengatakan bahwa ayat mut'ahtennasuk ayat muhkamatdan

Sedangkan Ibn Ballal yang mengatakan bahwaorang­
.l.VA.'-".I.'\..n..t..L.I..... dan orang-orang Yarnan meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas

Sebenarnya riwayat yang mereka ambil dari Ibnu Abbas
yang Padahal riwayat dari beliau yang membolehkan

orang-orang II

Abbas yang
tidak

di atas menunjukkan keharaman nikah mut'ah karena
itu hanya dibolehkan lewat dua cara yakni dengan nikah

Sementara nikah mut'ahitu tidak termasuk
tersebut (nikah atau memiliki budak) karena
isteri dalam nikah mut 'ah yakni berakhir/putusnya

al-SharJ'ah al-Is1imiyyah. 74 lihat juga Ja'far Murtaqa al­
Amili, Mkah Mu/'ah dalam Islam: Ka]ian Ilmiah dan Berbagai Mazhab, alib bahasa
Abu Muhammad Jawad (Jakarta: ev. Firdaus, 1992), 81.Lihat juga Al-Siba'i, a1­
A1Jwa7 al-Shakh~iyyah, 1:87

11 AI-Amili, Nikah MUI 'ah, 25. Lihat lebih lanjut dalam al-' Asqalani, Fall]
ai-Bin: IX: 150.

12Al-Siba'i, al-A1Jwi1 al-Shakh~jyyah, 87, lihat juga al-Dhahabi, al­
Shaii'ah al-Islimiyyah, 75-6, dan al-ZulJaili, al-Fiqh ai-Islimi: 69-70.
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perkawinan tanpa memerlukan talak atau perceraian, tidak ada kewajiban
memberi nafkah, d~n tidak ada ketentuan saling mewarisi. 13

Adapun surat an-Nisa' ayat 24 yang dijadikan 1}ujjah oleh Syi'ah
Imamiyah, oleh Jumhur Ulama antara lain dikatakan kurang tepat, karena
yang dimaksud dengan istimla' dalam ayat itu, adalah istimla'dengan
isteri yang sudah dinikahi. Sedangkan mengenai penggunaan aJ-ajru~

sebagai penyebutan mahar dalam nikah seringkali digunakan dalam al­
Quran, contoh apa yang tersurat dalam al-Nisa' ayat 24 di atas dan

surat al-Al].zab ayat 50 ... UA-J~' L"'J"" ~\ 4\-,) ~ lllh\ \.j\ ••.

(Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimuyang telah
kamu berikan mas kawinnya...).

Hadis saw yang JI.JLJl""Jlll.jiiio,JlA;...&JI. ;"'&.l.JI...l.JI.,,"Co'L.l.JI. 'ah selama-

(Artinya: Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pemah membolehkan
kamu melakukan mut'ah dan ketahuiJah bahwa Allah telah mengharamkan
mut 'ah itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita
yang diambilnya dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan
janganlah kamu mengambil sesuatu yang lelah kamu berikan kepada
mereka).

13Lihat al-'Arabi dan Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abd al-~alal]., A1Jkim al­
Isa al-Babi al-I-Jalabi, 1972), 1:389, lihat juga Muhammad

Manhaj al-Sunnah Ii al-Zawiij (Kairo: Dar aI-Salam. 1988),

Sunan Ibn Miijah, Kitab al-NikaQ, Bab al-Nahy 'an Nikal} al-
al-Kutub 'Isa al-Babi 1:63 ,

hadis 1962 dari dari ~'T~hn'T~
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komentar Syi' ah Imamiyah yang J...1.A'-'U.F,f..,,,UJ:"U.LL

yang me-nasakh kebolehan nikah mut
menurut Jumhur kurang tepat, karena tempat-

nikah mut'ah kemudian dilarang kembali, bahkan
hendaknya dipahami bahwa ada banyak riwayat

penghapusan itu. Namun antara satu riwayat dengan riwayat
bertentangan, melainkan bersamaan masanya.

Sedangkan mengenai fatwa Ibn Abbas, menurut Jumhur banyak riwayat
yang menginformasikan bahwa Ibn Abbas telah menarik fatwanya
(mengharamkan nikah mut'ah).15

ayat 24 a1­

wanita yang masih
tlglglr't'tlg mengawini

barangsiapa yang kawin sementara mahamya
dihutang padahal suami terlanjur

15Lihat Muhammad aI-Ahmadi Abu al-Nur, Manha) al-Sunnah Iial-Zawit
hIm. 83. dan al-ZuQaili, al-Fiqh ai-Is/imi, VII: 68-9.

16Abu al-ijasan 'Ali Ibn Ahmad al-Naisaburi; Asbib al-Nuziil (Mesir:
Ma!ba'ah Isa al-Babi al-ijalabi, 1968), hIm. 57-8, lihat juga Ibn al-'Arabi dan Abu
Bakar Muhammad Ibn Abd al-~alah, A1Jkim al-Qur'in 1:389.

17Lihat Al-Nisa (4): 22-23.
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menyetubuhinya, maka rnahar harus segera dibayar atau dibebaskan oleh
isteri sebagian atau seluruhnya. 18

Sedangkan Jumhur Ulama yang menghararnkan nikah mut'ah
dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat 5 surat al-Mu'minun yang
disebutkan setelah ayat 1-4, konteksnya adalah mengenai penjelasan orang­
orang 'mu'min yang salah satu sifatnya adalah menjaga kelaminnya dari

zina (baik dengan mengumpuli isterinya atau mengumpuli
hamba yang dimilikinya yang tidak sedang menjadi isteri orang
lain)!9

uraian di atas dihubungkan satu sarna lainnya, maka dapat
pendapat Syi' ah Imamiyah yang membolehkan

maupun Jumhur Ularna yang tidak membolehkan nikah

vatarQno~)n hukum yang
menY~~le~~aIJ(an rnasalah ini UIJ;:, U.l.J.I(..U,"'UJ.

khlJSUSn~/a ~"".lI..I.~"4.ll.JJ..jiO,. kedudukan hadis terhadap al-Qur' an.
Khudari Beik, kedudukan hadis atas

me;nl(~la~iKa.n isi yang secara
~.............~ ..........----, dan yang semula ringkas dijelaskan

secara (0~~). Kedua, menambahkan sesuatu yang

al-Qur'an tidak menerangkannya (yWSl\ ~ o~4j ).20

Apabila nikah mut'ah yang ketentuan hukumnya tidak
tetapi hanya dijelaskan hadis Nabi,

"-I.V.l. ....,FO,'-4.Jl. .... menggunakan teori Khudari Beik di atas, maka hukum
nikah yang dibolehkan melalui penjelasan hadis Nabi, dan
kemudian untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan hadis
Nabi, dapat dibenarkan keberadaan dan keabsahannya. Dengan kata lain,

Tanwir al-Miqbis Min Tafslr Ibn 'Abbas(Bairut: Dar

198U~ul al-Fiqh (Beirut: DarKhudari

·~M.Uh(Ulll1na(1 Ali TafSir Ayit al-A1}kiim (Kairo: Malba'ah Ali
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458-459.

set)agalnlarJLa dipahami
perlamlOaJlan ....JI. ..........~_......... yang tidak

menyalahi
sebagaimana

dati Penelitian Abdurrahman dan Nasikun tentang
Peneli/ian Alas Dalil-dalilnya, Fakultas Syari'ah lAIN Sunan
Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib (Beirut: Dar

IX:5-7, 445-448, 455-519, dan 111:244-245, Vl:2-3, 349-350,
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oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi, kecuali mut'ah.22

Komentar yang sarna diberikan oleh Ibn al-'Arabi bahwa nikah mut'ah
merupakan keanehan syari'ah (min garlb al-shari'ah), karena diizinkan pada
permulaan Islam, kemudian diharamkan pada peristiwa khaibar, diizinkan
kembali pada perang Autas, kemudian diharamkan kembali untuk selama­
lamanya. Menurut Ibn al-'Arabi, tidak ada masalah yang serupa dengan
masalah tni dalam Islam kecuali pada masalah kiblat yang juga
mengalami kali penghapusan hukum dankemudian ditetapkan untuk
selama-lamanya.23

Menurut penulis, terjadinya kasus seperti di atas menunjukkan
bahwa Nabi sangat bijaksana di dalammenangani masalah nikah mut'ah,
mengingat ketika itu merupakan masa-masa krisis peralihan dari masa

rel:SDleKt:ll I1lUKUm V~lrlLr~lIl~lln'.l:ndi In(toe~nSJla

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

antara seorang
wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan .1.U."-'.L..U.U'''-'.L..lI.. un..

tangga) yang bahagia dan kekal
.l\..e1tunan~Ln Yang Maha Esa.

2 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
merumuskan bahwa "pemikahan adalah akad yang sangat kuat atau
mithaqan ghaliqan menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah". Sedangkan mengenai tujuannya dijelaskan dalam pasal
3 KHI "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang saklnah, mawaddah, dan ra1}mafl'.

A'-UA.I...... .n..U\..lq "Nikah Mut'ah dalam PerspektifHukurn Islam"
dalam Problema Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: LSIK, 1994), 67.

Tafslr al-Jimi'li A/;Jkimi Dar
II: 1795-6.

al-Halal wa aJ-Harim Ii al-Islim Maktabah
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rumusan di atas
adanya beberapa

3
n~t'VQ'lU1't"Qn sebagai

3. I-JP1"VQ'rlT11',Qn merupakan ikatan lahir batin (rumusan
(rumusan KHI), artinya bahwa secara

merupakan suami-isteri dan betul-betul mempunyai niat
bersama suami-isteri atau aellgaln

1"'Y\P-rnI4~pn1111V JA ............. _ .....JL,... ..... yang bahagia
perkawinan

yang

Rumusan di atas, apabila dikaitkan dengan uraian-uraian
mengenai hukum mut'ah menurut

maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dari
idealisme keluarga, rumusan Hukum Perkawinan di

.i..L.n•.l.V.LJL""'..::7J.U sebagaimana diuaraikan di atas, sangat jauh dengan apa yang ada
mut'ah. Ungkapan yang sarna telah terlebih dahulu dikonstatir
Amin yang sangat gigih mengharamkan nikah mut'ahbahwa

yang dapat dianggap sebagai keluarga ideal ialah apabila seseorang laki­
laki hanya beristerikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan
yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau,

25K.N. Sufyan Hasan, Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum
Islam di Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 111, lihat juga Bustanul
Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 119.
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perempuan, alangkah jauhnya gambaran 'seperti itu dalam perkawinan
mut'ah.26

Sedangkan mengenai klaim Syi' ah Imamiyah yang menlandang
kebebasan memilih seorang wanita yang akan di-mut'ahjauh lebih

dibandingkan dengan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai
isteri permanen). Menurut penulis, klaim ini kurang
tepat, memilih dan bahkan menentukan calon suami
beserta syarat dan akibat hukumnya, tidak hanya berlaku pada
perkawinan mut 'ah, perkawinan permanen pun hal
yang sarna, dipahami apabila ada hukum
yang berpendapat bahwa "persetujuan kedua calon .........._.,L ..........-''''' ..........

salah satuasas atau ~1t"'"i_Cl"~ yang ada dalam nPl>t-VQ'nTl1'\Qt'\

pendapat yang paling mendekati kebenaran
..........""' ......".... Ulama.

2. idealisme keluarga, nikah mut 'ah tidak sesuai dengan
tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki UU No. 1 Tahun
1974 tentang dan Kompilasi Hukum Islan1 (KHI) di
Indonesia.

26Amad Amin, DuiJa al-Islim (Kairo: Maktabah an-Nahqah al-Mi~riyyah

~habihi Hasan Muhammad wa Auladih, 1964), 111:229.
27Mahmud Syaltut menjadikan al-Ta'irrut; al-MaiJabbah, dan al-Ri¢d

sebagai prinsip-prinsip yang harus ada sebelum perkawinan antara seorang pria
seorang wanita dilangsungkan, dan perkawinan yang dilangsungkan dengan

paksaan al-rilji'(persetujuan) dipandang tidak sab sekalipun paksaan
itu sendiri... al-Islim "AqJdah wa SyarJ'ah (Kairo: Dar al-
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